Menimbang

Mengingat

WALIKOTA PALEMBANG
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG

TUNJANGAN PERUMAIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN

o

RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

. bahwa uniuk meclaksanakan ketentuan Pasal 20 ayar (4) Peraturan Pemerintah

Momor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keusngan Pimpinan dan
Angpeola Dewan Perwakilan Rakyat Daecrah schapaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahim 2007, perlu merubah dan meninjau kembali
Peraturan Walikota Palembang Nomor 58 Tahun 2011, guna disesuaikon hesaran
tunjangan perumahan bagi Anggotz Dewan Perwakilan Rakyal Dacmh Kota
Palembang :

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menelapkan  Peraturan Walikota Palembang  tentang  Tunjangan  Perumahan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daersh Kota Palembang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11
dan Kota Praja di Sumatem Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286) ;
Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR.
DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92, Tambshan
Lembaran Negara RI Nomor 4310) ;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran
Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahun Lembaran Negura RI Nomor 4355) ;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tenang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tangung Jawah Keuangan Negara (Lembaran Negura Rl Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400 )

. Undang-lindang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran

Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4437), sehapaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-lUndang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomer 4844);

UUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Anlara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438):

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara R Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 5234);

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 teniang Kedudukan, Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Rl Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerinizh Nomor 21 Tuhun 2007 (Lembaran Negara R1
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R1 Nomor 4712) ¢
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10. Peraturan  Pemerinish Nomor 58 Tahun 2005 lentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4578);

11. Peraturan Pemcrintah Nomor 38 Tahun 2007 t¢énimg Pembagian Urusan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daemh Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara R1 Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara R1 Nomor 4737);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Neged Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor | Tahun 2005 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Palembang
(Lembaran Dacrah Kola Palembang Tahun 2005 Nomor 1), sebagaimana telah
diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15
Tahun 2006 (Lembaran Dacrah Kota Palembang Tahun 2006 Nomor 15);

14, Peraturan Daersh Kota Palembang Womor 6 Tahun 2008 tcntang Urusan
Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daersh Kota Palembang Tahun 2008
Nomor 6) ;

15, Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tata Keja Sekretariat Daerah Kota Palembang,
Sckretarizt Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli
Walikota (Lembaran Dacrah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 8) ;

16. Peraturan Daersh Kota' Palembang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2012
{Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 32) ;

17. Peraturan Walikota Palembang Nomor 102 Tshun 2011 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2012
(Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 102) ;

18. Peraturan  Dewzn  Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Nomor 1
Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib [Jewan Perwakilan Rakyal Daerah Kota
Palembang (Berita Da¢rah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG TUNJANGAN
PERUMAHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALEMBANG.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

Dacrah adalah Kota Palembang,

Pemerintah Kota adaluh Pemerintah Kota Palembang.

Walikota adalah Walikota Palembang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang yang selanjutnya disingkat

DPRD Koia Palembang adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Palembang.

5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Palembang,

6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota
DPRD Kota Palembang.

7. Sekreiariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Palembang.
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BABII
TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

(1) Dalam hal Pemerintah Kota Palembang belum dapal menyediakan rumah dinas

Anggota DPRD Kota Palembang, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan
Perumahan.

(2) Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD Kota Palembang scbagaimana
dimaksud pada ayal (1), diberikan dalam bentuk uang, masing-masing sebesar

b fl T e e Rp. 14.500.000.-hulan
b. Wakil Ketua ... Rp. 14.000.000,~/bulan
C. ADEQOWE rmrrcesisenacren Rp. 12.900.000,-/bulan

(3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 15% dipotong langsung oleh pemegang Kas

Sckretariat DPRD pada wakm tunjangan perumahan tersebut diterima Anggota
DPRD Kota Palembang.

BABII
PENUTUP

Pasal 3
(1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palembang Nomor 58
Tahun 2011 tentang Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Palembang (Berita Dagrah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 58),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

{2) Peraturan ini mulai berlaku sejak bulan Agusius 2011,

Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku pada tangpal diundangkan.
Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ind dengan
penempatannya datam Berita Daerah Kota Palembang,
Ditetapkan di Palcmbang
pada tanggal g ApriL 2012
OTA PALEMBANG,

Diundanghan di patambang
Fadaunggal D=4~ 201

KOTA PALEMBANG

rin, WE
EERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUNZOTL  nomor 1G
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